


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736; 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 6801); 

 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); 

 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
 

 

 



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia       

Nomor 6757); 

 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6779); 

 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 6856); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5864); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1341); 

 

21. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang 
Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1884); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46); 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 

Tahun 2022 Nomor 5); 
 

 

 



25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Kuala Tahun 2023 Nomor 8). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA  

TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

berkedudukan  di wilayah kabupaten Barito Kuala. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan 
ditetapkan dengan peraturan desa. 

6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator 

jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa di Kabupaten Barito Kuala. 

8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki 

hasil penilaian kinerja terbaik. 

9. Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Fasilitasi PKD adalah tim yang memfasilitasi pembinaan keuangan desa 

dari Tingkat Kecamatan. 

10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 



12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan 
dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut 

Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Barito Kuala. 
 

BAB II 

PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN 
 

Pasal 2 

 
(1) ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito 

Kuala setelah dikurangi dana alokasi khusus. 
(2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program 

Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan 

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa. 

 
Pasal 3 

 

(1) ADD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari 
Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima 

bantuan. 
(2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan 

bagian dari APBDesa.  

 
Pasal 4 

 

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD 

Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 94.111.031.050,00 
(sembilan puluh empat milyar seratus sebelas juta tiga puluh satu ribu lima 

puluh rupiah). 

 
BAB III 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

 
Pasal 5 

 

(1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus 
sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan 

mempertimbangkan : 

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, 
dan keterjangkauan Desa;dan 

c. Alokasi Kinerja. 

(2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan 
penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 

memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa 

dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta honorarium 
dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun 

anggaran. 

 
 

 



(3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan angaran 
untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).  

(4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan 

Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dan 
memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2023 masing-masing 

bagi 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) serta kecepatan dan ketepatan penyampaian 
Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa masing-masing bagi 5 (lima) Desa     

di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

 
Pasal 6 

 

(1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu : 
     

 

 

 
ADDx  = Alokasi Dana Desa untuk Desa x 

ADDBPx  = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x 

ADDPx  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x 
ADDKx  = Alokasi Dana Desa Kinerja untuk Desa x 

 

(2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri 

dalam peraturan Bupati. 

(3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung 
dengan rumus, yaitu : 

 

 

 
 

ADDPx  = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x 

BDx  = Nilai Bobot Desa x 
∑ BD  = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa 

ADDP  = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten  

(4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu : 
 

 

 
BDx = Nilai Bobot Desa x 

a1,a2,...,an = Angka Bobot masing-masing Variabel 

KV = Koefisen Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya 

(5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap 
Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati Barito Kuala ini. 
 

Pasal 7 

 
(1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber 

pendapatan Desa yang wajib dianggarkan pada pendapatan APBDesa 

tahun 2024. 
 

 

ADDx   =   ADDBPx + ADDPx + ADDKx 

 

ADDPx   =           BDx      X   ( ADDP) 

          ∑ BD 

 

BDx   =   a1.KVx + a2.KV2x + a3.KV3x + …+ an.KVnx 



(2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam 
RKPDesa tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari  RPJMDesa. 

(3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka APBDesa harus 

menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. 
 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN 
 

Pasal 8 

 
(1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan 

kemasyarakatan desa. 
(2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan 

antara lain : 

a.   Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 

b.   Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah; 
c.   Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; 

d.   Penerimaan lain-lain Perangkat Desa yang sah; 

e.   Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

f.   Penyediaan operasional Pemerintah Desa; 

g.   Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM)  
bagi BPD; 

h.   Penyediaan operasional BPD; 

i.   Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-
JKM) bagi Staf Desa;  

j.   Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar 

Waktu; 

k.   Dukungan pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sehat untuk 
Rakyat;  

l.   Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Warga 

m. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM)   
bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga; 

n.   Seleksi Perangkat Desa; 

o.   Penyelenggaraan Lomba Desa;  
p.   Penyediaan Operasional Penegasan dan Penetapan Batas Batas Desa; 

q.   Penyediaan Operasional Pengamanan Aset Desa;dan 

r. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana 
Pemerintahan Desa. 

(3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan 

insentif/operasional Rukun Tetangga/ Warga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf l, dapat dipenuhi dari sumber dana selain ADD. 
 

Pasal 9 

 
(1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang 
pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, 

keadaaan darurat dan mendesak Desa. 

(2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada 
Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.   

 

 



BAB V 

TATA CARA PENYALURAN 
 

Pasal 10 

 

(1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke 
RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. 

(2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa 

dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.  
 

Pasal 11 

 
(1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen); 

b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
 

 

c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat 
bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen). 

(2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD. 
(3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat  permohonan dari Kepala 

Desa dan ditujukan kepada Bupati. 

 
Pasal 12 

 

(1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan 

menyampaikan : 
a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya; 

b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya; 
c. peraturan Desa tentang APBDesa; 

d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan 

e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa. 
(2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I. 

(3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II, Laporan 

BUMDesa dan Laporan Aset Desa dari Aplikasi Sipades Tahun 2023. 

(4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut : 
a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat 

b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati; 

c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai); 
d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai); 

e. pakta integritas (bermaterai); dan 

f. surat pernyataan penggunaan ADD 
 

 

 
 

 

 



Pasal 13 

 
(1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan 

berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri : 

a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 
b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta 

lampirannya; 

c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD 
Kecamatan; dan 

d. lembar pemeriksaan SPJ ADD 

(2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito 

Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri : 

a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa; 
b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD 

Kecamatan; 

c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai) 
d. surat pernyataan penggunaan ADD; 

e. pakta integritas (bermaterai); 

f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan 
g. print out rekening koran 

(3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila 

telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling 
sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi 

fisik dan keuangan. 

 

BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD. 

(2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2024 terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDesa. 

(3) Kepala Desa meyampaikan laporan  realisasi penggunaan ADD setiap 

tahap penyaluran kepada Bupati 
(4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas : 

a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.  
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a  

dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada 

Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua  
tahun berikutnya. 

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari  Kepala desa kepada 
Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan 

penyaluran ADD. 

 
 

 



(7) Tim Fasilitasi PKD Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari 

tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari 
tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan 

berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua 

bulan januari tahun berikutnya. 
(8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas 

Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan. 

(9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk 

mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang 
meliputi :  

a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;  

b. masalah yang dihadapi; dan 
c. hasil akhir penggunaan ADD. 

 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 
 

Pasal 15 

 
(1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

ADD. 

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut :  

a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD 

dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh 
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.  

b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan 

sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi 

keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan 
berita acara pemeriksaan kas. 

c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dan pembinaan 

dilakukan oleh :  
1. Dinas PMD membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagai aparat pengawasan 
internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum 

terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.  

3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa.  

 

Pasal 16 

 
 

(1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun 

anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, 
sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa 

dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya. 

(2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan 
pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan 

terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali 

pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar 
penggunaan Silpa ADD tersebut. 

 



(3) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan  setelah 

ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan 

Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan. 

(4) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2023 dapat digunakan 

untuk :  
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja; 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 

 
Pasal 17 

 

(1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan 
tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah 

dilaporkan ke Dinas PMD. 

(2) Kaur Keuangan wajib memungut pajak-pajak Negara  dan pajak Daerah 

sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan 
menyetorkan pungutan pajak Negara ke Kas Negara dan  pajak Daerah ke 

Kas Daerah. 

(3) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), paling lambat pada minggu ke empat bulan Desember wajib 

disetorkan kembali ke RKD. 

(4) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD 
dilaksanakan foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %; 

(5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan 

melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan 
kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain; 

(6) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas 

peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD 

dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang 
dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

 
Pasal 18 

 

(1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan 
ADD. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

melakukan pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2024 
(3) Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut : 

a. mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan 

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala. 
b. mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala. 

c. mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil 
kinerja pembangunan pada Dinas PMD. 

d. pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan 

oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan 

setempat. 
e. pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat 

Kabupaten Barito Kuala. 
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